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BAB V 

PENUTUP 
 

Pada bab-bab sebelumnya, penulis telah menguraikan mengenai hal-hal yang 

dapat menjawab identifikasi dan rumusan permasalahan yang diangkat dalam 

penulisan ini. Berdasarkan uraian tersebut, penulis menarik kesimpulan dan saran 

yaitu sebagai berikut: 

 

A. Kesimpulan 

1. Bank Umum yang menyelenggarakan Layanan Perbankan Digital memiliki 

kewajiban untuk melakukan perlindungan hukum kepada Nasabahnya, seperti 

menerapkan prinsip kehati-hatian, prinsip kerahasiaan, dan prinsip 

perlindungan konsumen, menerapkan manajemen risiko dengan cara 

melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko 

yang dapat terjadi pada data Nasabah, serta melindungi dan menjaga 

kerahasiaan data Nasabah sebagaimana diamanatkan dalam UU Perbankan, 

UU ITE, UU PDP,  PP Nomor 71 Tahun 2019, Permenkominfo Nomor 20 

Tahun 2016, POJK Nomor 18/POJK.03/2016, POJK Nomor 

12/POJK.03/2018, POJK Nomor 12/POJK.03/2021, POJK Nomor 

11/POJK.03/2022 dan POJK Nomor 6/POJK.07/2022. Kewajiban-kewajiban 

tersebut perlu dipenuhi oleh Bank untuk menghindari segala risiko yang dapat 

mengancam keamanan Data Pribadi Nasabahnya, yang salah satunya 

merupakan kebocoran Data Pribadi Nasabah. Namun, seringkali kasus 

kebocoran data pribadi Nasabah masih terjadi. Dalam kasus kebocoran data 

menyebabkan rasa kekhawatiran, was-was atau kehilangan rasa aman dapat 

dianggap sebagai kerugian immateriil, dan apabila data Nasabah tersebut 

disalahgunakan oleh pihak yang tidak berwenang, maka kerugian finansial 

yang dialami pihak Nasabah dapat dianggap sebagai kerugian materiil. Sebagai 

pertanggungjawaban, apabila pihak Bank dibuktikan menyebabkan kebocoran, 
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maka pihak Bank diwajibkan untuk memberikan penggantian atas kerugian 

tersebut. Bank sebagai Pengendali Data Pribadi juga bertanggung jawab atas 

pemrosesan Data Pribadi dan menunjukkan pertanggungjawaban dalam 

pemenuhan kewajiban pelaksanaan prinsip Pelindungan Data Pribadi. 

2. Dari contoh-contoh syarat dan ketentuan yang telah dianalisis oleh penulis, 

mengenai kebocoran data pribadi Nasabah tidak dijelaskan secara spesifik, 

namun pengaturan mengenai perlindungan terhadap data pribadi Nasabah 

diatur secara tersebar melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku 

positif di Indonesia. Apabila pihak Bank dapat dibuktikan telah lalai dalam 

melaksanakan kewajibannya dalam melindungi data Nasabahnya yang 

mengakibatkan kebocoran atas data tersebut, maka Nasabah diberikan 

beberapa pilihan, yaitu penyelesaian sengketa melalui fasilitasi Bank 

Indonesia, mediasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau LAPS Sektor Jasa 

Keuangan yang telah ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau 

pengajuan gugatan kepada Pengadilan Negeri. Hal ini sejalan dengan Pasal 64 

UU PDP yang memberi pilihan kepada Nasabah untuk meminta penyelesaian 

sengketa dengan cara arbitrase, pengadilan, atau lembaga penyelesaian 

sengketa lainnya. Apabila Nasabah memilih untuk menggugat pihak Bank 

Umum yang menyelenggarakan Layanan Perbankan Digital, maka gugatan 

yang tepat berdasarkan KUHPerdata adalah gugatan perbuatan melawan 

hukum. Apabila perbuatan pihak Bank telah memenuhi unsur-unsur gugatan 

perbuatan melawan hukum, yaitu terdapat suatu perbuatan yang dilakukan oleh 

Bank yang merupakan perbuatan melawan hukum, terdapat kesalahan dari 

pihak Bank, terdapat kerugian yang dialami Nasabah dan terdapat hubungan 

kausal antara perbuatan Bank dengan kerugian yang dialami Nasabah, maka 

Nasabah dapat menuntut ganti rugi dari pihak Bank. 

 

B. Saran 
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1. Pihak Bank yang menyelenggarakan Layanan Perbankan Digital perlu 

meningkatkan sistem keamanan data dalam melaksanakan kegiatan usahanya, 

dan mengidentifikasi serta menanggulangi risiko keamanan data tersebut 

sebaik mungkin. Hal ini perlu dilakukan agar tidak terjadi kembali kasus 

kebocoran data pribadi Nasabah kepada pihak yang tidak bertanggung jawab. 

Pihak Bank yang menyelenggarakan Layanan Perbankan Digital juga perlu 

mencantumkan klausula tentang perlindungan atas data pribadi Nasabah 

dalam syarat dan ketentuannya, guna mengingkatkan jaminan perlindungan 

hukum bagi Nasabahnya. 

2. Pengaturan tentang pelaksanaan Layanan Perbankan Digital oleh Bank Umum 

dan pelindungan atas data pribadi Nasabah yang digunakan dalam layanan 

tersebut dianggap sudah memadai, namun pengaturannya masih tersebar 

dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku positif di 

Indonesia, yaitu dalam UU Perbankan, UU ITE, UU PDP,  PP Nomor 71 

Tahun 2019, Permenkominfo Nomor 20 Tahun 2016, POJK Nomor 

18/POJK.03/2016, POJK Nomor 12/POJK.03/2018, POJK Nomor 

12/POJK.03/2021, POJK Nomor 11/POJK.03/2022 dan POJK Nomor 

6/POJK.07/2022. Oleh karena itu, pihak Pemerintah, pihak Otoritas Jasa 

Keuangan dan pihak Bank perlu menyelenggarakan edukasi dan sosialisasi 

secara koheren dan komprehensif atas peraturan perundang-undangan tersebut 

agar masyarakat mengetahui keberadaan dari peraturan perundang-undangan 

tersebut, tindakan-tindakan apa saja yang dilarang serta sanksinya, mengingat 

bahwa UU PDP belum mempunyai peraturan turunan untuk mengatur lebih 

lanjut mengenai ketentuan pertanggungjawaban yang ada dalam UU PDP. 
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